AR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

KOPPer PeTis Solusi Layanan Prima dan Integrity Branding
engadaan Barang/Jasa

Gresik, 13 Oktober 2017 SANUSI BURHANUDIN ST, M.MT
NDH: 03

engadaan:
petunjuk teknis dan petunjuk

Tugas Subbagian Pelayanan
(1) Menyusun pedoman,

PBJ, (4) Melakukan monito
pelaksanaan kebijakan PBJ.
Sejalan dengan tujuan organjsasi menghadirkan pelayang
ang adil dan merata kepada an_pela




AT AR BELAKANG

INDIKATOR

KONDISI SAAT INI

INTEGRITAS

RUMUSAN
MASALAH

KINERJA:

1. KETEPAT
AN
WAKTU

2. PENGHEM
ATAN
BIAYA

3. KUALITAS

4. TINGKAT
LAYANAN

Masih  rendahnya
tingkat  ketepatan
waktu pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa 24%;
Tingkat
penghematan biaya
23% tetapi tidak
diimbangi dengan
peningkatan
kualitas;

Capaian RUP
diterbitkan  dalam
waktu yang sesuai
standar dan kualitas
rencana pengadaan
sebesar 0%;
Tingkat kepuasan
pelanggan internal
mencapai 3,18 dan
pelanggan
eksternal mencapai
3,23 tetapi
keakuratan survey
perlu ditingkatkan.

Belum adanya
mekanisme
penegakan
integritas;
Belum
terintegrasinya
prosedur
pengadaan
barang/jasa di
tiap tahapan;
Kurang proakitif
dalam
penyelesaian
masalah
dikarenakan
tidak didukung
sistem yang
menunjang;
Belum adanya
kolaborasi
dengan
stakeholder.

SKOPPer
PeTis (karakter
SKOPPer
untuk
Pengadaan
Terintegrasi)

area perubahan:
Mental Aparatur,

Pengawasan,
Akuntabilitas, Kelembagaan, Tata
Laksana, Sumber Daya Manusia Aparatur
Sipil  Negara, Peraturan Perundang-
undangan, dan Pelayanan Publik



SKOPPer

Rttt ]

menggambarkan pembauran hingga
menjadi kesatuan yang utuh dan bulat

PeTis (Pengadaan Terintegrasi) terwujud
O ORIENTASI KINERJA ketika nASI ke PeTis terwujud, yaitu terdapat:

1)Integritas (n);

P PROAKTIF 2)A PeTis (Aturan Pengadaan Terintegrasi);
3)Si PeTis (Sistem Pengadaan Terintegrasi);
4)Ke PeTis (Stakeholder Pengadaan

Per PERBAIKAN Terintegrasi)
BERKELANJUTAN




Survey ULP

@lLimeSuwey

Survey ULP Gresik

Survei yang tersedia:

Survei Kepuasan Pelanggal E
P — n

Harap hubungi ULP Gresik
<ulp.gresik@gmail.com> untuk bantuan
lebih lanjut

powered by O LieSurvey
The Online Survey Tool - Free & Open

LI

BUPATI GRESIK

ATURAN BUPATI GRES!
MOR TAHUN 201
TENTANG
KODE ETIK |
'AHMAT TUHAN YANG M

BUPATI GRESIK,

RASH ke PeTls
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S
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" SSPENTAHAPAN (MILESTONES)

JANGKA PENDEK (16 Oktober 2017 — 30 Nopember 2017)

NO TAHAP UTAMA WAKTU
1 Rapat internal Staf BLPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Minggu ke-IV bulan Oktober 2017
2 Pembentukan TTPBJ Minggu ke-IV bulan Oktober 2017 s.d.

Il bulan November 2017

3 Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang Minggu ke-IV bulan Oktober 2017 s.d.
kode etik atau aturan perilaku PBJ [Il bulan November 2017

4 Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang Minggu ke-1V bulan Oktober 2017 s.d.
pengadaan terintegrasi [l bulan November 2017

S Pengembangan aplikasi RPP online dan survey Minggu ke-IV bulan Oktober 2017 s.d.

minggu ke-IV bulan November 2017

6 Penyusunan prosedur aplikasi Minggu ke-IIl bulan November 2017
7 Sosialisasi Minggu ke-IV bulan November 2017
8 Penandatanganan Pakta Integritas bagi personil BLPBJ Minggu ke-IV bulan November 2017
9 Penyusunan laporan Minggu ke-V bulan November 2017

10 Rapat Akhir Minggu ke-V bulan November 2017



o
mERHASILAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA

Terdapat dasar-dasar
Integritas (rencana aksi
penerapan aplikasi
pencegahan korupsi

terintegrasi)
Pakta integritas

Rintisan integrasi aturan

Rintisan integrasi sistem

Rintisan
stakeholder
Sosialisasi

integrasi

1 (satu)

Peraturan Bupati tentang

rancangan

kode etik

Ditandatanganinya pakta

integritas bagi personil
BLPBJ
1 (satu) rancangan

Peraturan Bupati tentang

pengadaan terintegrasi

Tersedianya

pengembangan aplikasi
beserta prosedur untuk
aplikasi RPP online dan

survey

1 (satu) SK TTPBJ

Terlaksananya sosialisasi

No

10.

Milestone
Rapat internal Staf BLPBJ
Sekretariat Daerah Kabupaten
Gresik
Pembentukan TTPBJ

Penyusunan dan pembahasan

rancangan Peraturan Bupati

tentang kode etik

Penyusunan dan pembahasan

rancangan Peraturan Bupati

tentang pengadaan terintegrasi

Pengembangan aplikasi RPP

online dan survey

Penyusunan prosedur aplikasi

Sosialisasi

Penandatanganan Pakta

Integritas bagi personil BLPBJ

Penyusunan laporan
Rapat Akhir
TOTAL

Output Kinerja Aksi

Berita acara rapat

SKTTPBJ
rancangan Peraturan

Bupati tentang kode etik

Rancangan Peraturan
Bupati tentang pengadaan

terintegrasi

Pengembangan  aplikasi
beserta prosedur: RPP

online dan survey
Prosedur aplikasi terdapat

dalam rancangan
peraturan pengadaan
terintegrasi

Undangan, daftar hadir,

dan dokumentasi
Pakta Integritas

Laporan

Berita acara rapat

Bobot
5%

10%
20%

20%

15%

10%

5%

5%

5%
5%
100%



—* Pengaruh
— Kepentingan

— Kepentingan
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berikut:

1. Peningkatan Integritas;

2. Peningkatan kinerja dengan—’melakukan berbagai

iInovasi diwujudkan dalam 3eratﬁar yang detail;

3. Pelayanan masyarakat bertujuan yuntuke mencapai

hal i G ieRad g 'Y

adanya sistem yang baik; |-

kepercayaan masyarakat,

4. Komunikasi, kerjasama, g8
diperlukan dalam pelaksa
dapat diwujudkan dengan§ 2
dengan stakeholder denga 2

pembentukan tim.

X



TERIMA KASIH

“BERSAMA
MODERNISASI
PENGADAAN: sudah
saatnya kita bercermin pada
struktur pengadaan
barang/jasa di negara-negara
maju sehingga target pada
tahun 2020 jabatan
fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa yang
rencananya akan diwajibkan,
dapat terealisasi”

MENUJU

DR. IR. AGUS PRABOWO,

M.ENG, 10 Juli 2015

SEINEEd Udpdl UILdil SULUSI DEI>dITd UdLdiTi TdITEKd
pemantapan dan perbaikan. Dalam sambutannya,
Agus Prabowo, selaku Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan SDM-LKPP (jabatan saat itu-red),
mengatakan bahwa sudah saatnya kita bercermin
pada struktur pengadaan barang/jasa di negara-
negara maju sehingga target pada tahun 2020
jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
yang rencananya akan diwajibkan, dapat terealisasi.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula
Kasubdit 1 Dit Tipidkor Bareskrim Polri, Adi Deriyan
Jayamarta dan Koordinator Tuntutan Jaksa Agung
Muda bidang Tindak Pidana Khusus, Asri Agung
Putra yang mengisi sesi talkshow juga tanya jawab
berkaitan dengan area hukum yang berkaitan
dengan aktivitas pengadaan barang/jasa. @

;& Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LUJUIT KATUMETL RNdTUMETT LAK>dIld lllEllgEldedll 30V
bus, kemudian Karoresri Rahayu Sentosa 200 bus,
: Karoseri Tentrem 150 bus, Karoseri New Armada
© 100 bus, Karoseri Trisakti 100 bus, Karoseri Restu
Ibu Pusaka 50 bus, dan Karoseri Piala Mas 50 bus.

“Saya harapkan kualitasnya semua standar d.

setara dari tujuh karoserinya dan sebisa mungkin
perawatannya bisa mudah. Ini akan mengurangi
pemborosan biaya pengoperasian. Menurut saya i
. penting sekali," tegasnya.

Jonan menambahkan, pihaknya akan berusa

untuk lebih banyak memasukkan barang ke
:dalam e-katalog LKPP agar proses pengadaannya
: menjadi lebih efisien dan harganya juga lebih

© kompetitif. “Sejak awal Presiden Joko Widodo
:telah mengarahkan bahwa proyek yang dananya

. bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanje
Negara (APBN) menggunakan e-catalog yang

¥ | dikelola LKPP" o

MILLENNIUM

CHALLENGE CORPORATION

UNITED STATES OF AMER!(TO



